BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai kedudukan dokumen publik yang

memiliki sertifikat Apostille Sebagai alat bukti di Pengadilan dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Dokumen Publik yang diberi Sertifikat Apostille dapat dijadikan sebagai
alat bukti di Pengadilan meskipun dalam proses permohonan Sertifikat
Apostille tidak terdapat verifikasi substansial pada dokumen yang
dimohonkan. Akan tetapi dokumen publik yang tidak sesuai dengan fakta
telah bersertifikat Apostille dan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan
akan menimbulkan masalah apabila dipertanyakan keasliannya di
Pengadilan. Masalah substansial tersebut tidak dapat dibebankan kepada
Otoritas Pusat yang menerbitkan Sertifikat Apostille karena tidak relevan
dengan tujuan Apostille dan tugas kewajiban Otoritas Pusat. Otoritas Pusat
hanya bertanggung jawab terhadap keaslian tanda tangan pejabat dalam
dokumen publik yang diberi Sertifikat Apostille. Oleh karena itu, sesuai
dengan asas yang ada dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu “siapa
yang mendalilkan dia yang membuktikan”, maka pemilik dokumen publik
yang menggunakan dokumen tersebut sebagai alat bukti untuk
membuktikan sesuatu, ia memiliki kewajiban untuk membuktikan keaslian
dokumen tersebut. Namum apabila pihak lawannya mendalilkan bahwa
dokumen tersebut dipalsukan, makai ia yang harus membuktikan kepalsuan

dari dokumen tersebut.

2. Convention On The Service Abroad Of Judicial And Extrajudicial
Documents In Civil Or Commercial Matters dan Convention On The Taking
Of Evidence Abroad In Civil Or Commercial Matters tidak dapat
memperbaiki kelemahan dari dokumen yang diberi Sertifikat Apostille yang
dijadikan alat bukti di Pengadilan. Hal ini dikarenakan Service Convention

dan Taking Evidence Abroad Convention memiliki tujuan yang sama yaitu
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menyederhanakan proses formal prosedur pelayanan pengiriman dokumen
serta pengambilan bukti — bukti ke luar negeri. Upaya penyerderhanaan
perosedur ini juga sama dengan tujuan dari Konvensi Apostille. Dalam
proses permohonan pelayanan kedua konvensi tersebut tidak terdapat
penjelasan atau aturan mengenai pemeriksaan kebenaran substansial
dokumen yang akan dimohonkan. Dengan demikian, Otoritas Pusat yang
harus melakukan pengambilan bukti atau pengiriman dokumen tidak
memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi isi dokumen yang diambil
dari/dikirimkan ke luar negeri. Berarti, baik Konvensi Apostille, Service
Convention dan Taking Evidence Abroad Convention, semuanya tidak dapat
memberikan jaminan kebenaran isi dokumen, sehingga menjadi tanggung
jawab dari para pihak yang menggunakan dokumen tersebut untuk
mendalilkan sesuatu, untuk membuktikan kebenaran dari isi dokumen

tersebut.

6.2 Saran

1.

Oleh karena dalam Konvensi Apostille tidak menjabarkan dan dalam
prosesnya juga tidak terdapat verifikasi terhadap substansi dari dokumen
publik yang akan diberi Sertifikat Apostille maka diperlukan adanya sistem
tertentu misalnya verifikasi substansial yang bisa menjelaskan bahwa
dokumen publik yang akan dipergunakan sebagai alat bukti menjadi lebih

kuat kebenarannya sebagai alat bukti.

Apabila terdapat dokumen publik yang diberi Sertifikat Apostille sebagai
alat bukti di Pengadilan, pihak lawan mewaspadai tentang kebenaran isi
dari dokumen publik yang diberi Sertifikat Apostille. Oleh karena itu, ia
perlu menerapkan prinsip kehati - hatian dengan mencari tahu tentang
keaslian atau kebenaran dari isi dokumen tersebut, dalam hal ia menaruh

kecurigaan terhadap hal itu.

Lalu untuk mempermudah Otoritas Pusat dalam memeriksa apakah
Spesimen tanda tangan pejabat yang disediakan oleh pemohon benar —

benar tanda tangan dari pejabat publik yang sungguh - sungguh ada di
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Indonesia, sebaiknya Indonesia membuat Otoritas Kompeten tambahan,
sehingga penghimpunan data spesimen dapat dikumpulkan lebih cepat dan
lebih  meminimalisir pemalsuan oleh para pihak yang memohonkan
Spesimen maupun dokumen yang akan diberi Sertifikat Apostille. Saat ini
sudah ada 7 (tujuh) kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah
Istimewa Yogyaakarta, Jawa Timur dan Bali. Akan tetapi ketujuh kantor
tersebut belum menjangkau provinsi lain seperti Sumatera, Kalimantan
dan Sulawesi. Sehingga diperlukan perluasan wilayah kantor misalnya di
daerah Batam, Makasar, Lombok yang tentunya memiliki banyak
kebutuhan akan permohonan dokumen publik yang akan digunakan di luar

negeri.

Service Convention dan Taking Evidence Abroad Convention akan
memudahkan orang untuk mengirimkan dan mendapatkan pemberitahuan
mengenai pemanggilan dan alat bukti. Oleh karena itu Indonesia perlu
meratifikasi Service Convention dan Taking Evidence Abroad Convention

menjadi satu kesatuan dengan Konvensi Apostille.
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